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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari penelitian ini maka dapat ditarik 

disimpulkan bahwa penegakan hukum terkait illegal fishing oleh kapal 

asing di perairan Selat Malaka diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 

Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 

Tentang Perikanan. Sanksi yang dikenakan oleh pelaku illegal fishing 

terdapat pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perikanan. Bahwa Pemerintah Indonesia tidak hanya memeriksa, 

menahan dan membawa kapal tetapi juga dapat membakar atau 

menenggelamkan kapal tersebut. Tetapi hal tersebut tidak berjalan 

efektif karena dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yaitu 

kendala dalam pengawasan di wilayah Selat Malaka, perbedaan hukum 

nasional antara Indonesia dengan Malaysia di bidang perikanan, sarana 

dan prasarana yang dimiliki oleh Negara Indonesia, perbatasan wilayah 

laut yang belum selesai antara Indonesia dengan Malaysia dan kurang 

efektifnya perjanjian internasional antara Indonesia dan Malaysia. 

B. Saran  

Adapun beberapa saran dari peneliti dalam penegakan hukum terkait 

illegal fishing oleh Kapal Asing di Selat Malaka adalah sebagai berikut: 

1. Penambahan Jumlah kapal pengawas menjadi sesuai kebutuhan 

atau pemenuhan ideal kapal pengawas agar tidak ada kendala 
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dalam proses pengawasan pemberantasan illegal fishing di Selat 

Malaka terutama di Overlapping Area. 

2. Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan harus terus 

berupaya agar perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia 

yang belum selesai agar segera diselesikan supaya Indonesia 

bisa lebih tegas lagi dalam menegakan hukum. Karena 

bagaimanapun jika masih saling klaim maka penegakan hukum 

tidak akan maksimal.  

3. Kementerian Kelautan dan Perikanan harus mengevaluasi MOU 

The Common Guidelines agar bisa melindungi kepentingan 

Indonesia dalam penegakan hukum di Selat Malaka yang berada 

di Overlapping Area. Pelaku Illegal Fishing yang sudah 

ditangkap maka kita lakukan proses penyidikan dengan tegas 

persidangan dan kemudian kapal-kapal tersebut dirampas oleh 

Pemerintah Indonesia. 
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Lampiran I 

Daftar wawancara terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia 

1. Siapa saja pihak yang berperan dalam penegakan hukum terhadap kapa 

lasing yang melakukan tindak pidana illegal fishing yang menggunakan 

alat tangkap trawls di wilayah perairan Selat Malaka? 

Jawaban:  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 

Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2004 Tentang Perikanan pasal 73 bahwa penyidik di bidang 

tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan yaitu PPNS 

(Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan), TNI-AL dan POLRI. 

Tiga instusi penegakan hukum ini biasanya terlibat dalam 

penegakan hukum di Selat Malaka termasuk ada BAKAMLA jadi 

ada empat dengan BAKAMLA. Karena Indonesia mempunyai 

MOU The Common Guidelines dengan Malaysia maka apparat dari 

Malaysia juga berpatroli di Selat Malaka di wilayah masing-masing 

tentunya. Di Selat Malaka terdapat Overlapping Area di klaim oleh 

Indonesia dan Malaysia itu yang kemudian diatur dalam MOU The 

Common Guidelines.  

2. Apa kendala dalam penegakan hukum terhadap kapal asing yang tindak 

pidana illegal fishing di perairan Selat Malaka? 
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Jawaban:  

Terdapat masalah Klasik dan masalah Spesifik. Kendala yang 

bersifat Klasik tentunya dalam melakukan pengawasan sumber daya 

kelautan dan perikanan yang memiliki keterbatasan sarana prasarana 

pengawasan jadi jumlah kapal pengawas Indonesia dari jumlah ideal 70 

baru terpenuhi saat ini 34 kapal, namun kondisi kekurangan itu dicoba 

ditutupi dengan penerapan Integrated Surveillance System ini tidak 

bertumpu pada pelaksanaan patroli tetapi mengandalkan pada integrase 

beberapa unsur dalam pengawasan dan lebih mengutamakan pada 

informasi terlebih dahulu setelah itu informasi diterima kemudian 

validasi yang ternyata  disitu benar ada pelaku illegal fishing baru dikejar 

dengan kapal patroli atau pengawas perikanan jadi tidak lagi 

mengandalkan metode patroli karena kapal terbatas dan juga anggaran 

untuk biaya bahan bakar terbatas. Integrated Surveillance System 

mempunyai kompenan yaitu mempunyai VMS (Vessel Monitoring 

System) yaitu memberikan informasi kapal-kapal perikanan kita dari 

mana saja lalu dikombinasikan dengan Autometic Identification System 

yang memberikan informasi tentang seluruh kapal-kapal yang ada di laut 

kemudian dari radar pergerakan objek di deteksi dan yang paling penting 

yaitu informasi dari masyarakat yang tergabung dari kelompok 

masyarakat pengawas lalu dicek oleh pasawat atau dikejar oleh kapal 

pengawas perikanan. 
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Kendala yang bersifat Spesifik terakit dengan kondisi overlapping 

area maka berdasarkan hukum internasional harus mengedepankan 

pendekatan-pendekatan yang sifatnya kerja sama. Kondisi perbatasan 

laut yang belum selesai dengan Malaysia akan mengirimkan kapal-

kapalnya sebagai bukti klaim Malaysia terhadap wilayah tersebut dan 

mereka yang banyak menggunakan trawls. MOU The Common 

Guidelines diatur bahwa jika kapal pengawas Indonesia menangkap 

kapal Malaysia di dalam wilayah Overlapping tersebut maka Kapal 

pengawas Indonesia tidak boleh menahan hanya boleh mengusir. Dan 

ada syarat lainnya yaitu, boleh mengusir jika Kapal Malaysia tidak 

melakukan pelanggaran yang lain misalnya membawa narkoba atau 

barang seludupan lainnya maka ditarik. Malaysia memperkuat klaim 

dengan kapal-kapal nelayan yang berada disitu lalu jika ditangkap oleh 

pihak Indonesia tidak boleh menahan jadi hanya boleh mengusir saja 

padahal Kapal Malaysia rata-rata menggunakan alat tangkap trawls.  

3. Apa penyebab atau factor yang mempengaruhi kapal asing yang 

melakukan illegal fishing dengan menggunakan alat tangkap trawls di 

wilayah Selat Malaka? 

Jawaban: 

Dengan adanya Overlapping Area, maka ada motif untuk 

memperkuat klaim maka dikerahkan kapal-kapal Malaysia untuk 

beroperasi di wilayah tersebut. Kondisi sumber daya, di Malaysia 

wilayah lautnya itu kecil maka Malaysia untuk memenuhi dunia usaha 
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perikanannya maka dengan insiden kapal Malaysia tersebut menangkap 

dengan masuk ke Wilayah Indonesia. Terdapat perbatasan laut yang 

belum selesai dengan Malaysia dan Kebutuhan Sumber Daya yang harus 

dipenuhi dan kebetulan di laut Indonesia Sumber daya ikannya masih 

ada. 

4. Bagaimana upaya pengawasan yang selama ini telah dilakukan oleh 

Pemerintah Indonesia? 

Jawaban: 

Salah satu wilayah target utama yaitu Selat Malaka. Salah satu 

Hot Spot dengan daerah rawan Illegal Fishing. Menerapkan Integrated 

Surveillance System untu mengatasi kekurangan kapal pengawas tapi 

jangan sampai mengurangi pengawasan di daerah tersebut. Memperkuat 

kerja sama dengan instansi internal Indonesia seperti TNI-AL, POLRI 

dan BAKAMLA dan dengan memperkuat kerja sama dengan apparat 

tindak hukum di Malaysia atau bisa disebut Agensi Penguatkuasaan 

Maritim Malaysia (APMM). Selalu mengenakan sanksi yang tegas 

kemudian kapal-kapal tersebut disita kemudian dimanfaatkan untuk 

nelayan Indonesia. 

5. Apa kendala yang dihadapi dalam pencegahan atau pengawasan tindak 

pidana illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing yang 

menggunakan alat tangkap trawls di Selat Malaka? 

Jawaban: 

 

 



57 
 

 
 

Terdapat kendala Klasik dan kendala Spesifik. Kendala yang 

bersifat Klasik tentunya dalam melakukan pengawasan sumber daya 

kelautan dan perikanan yang memiliki keterbatasan sarana prasarana 

pengawasan jadi jumlah kapal pengawas Indonesia dari jumlah ideal 70 

baru terpenuhi saat ini 34 kapal, namun kondisi kekurangan itu dicoba 

ditutupi dengan penerapan Integrated Surveillance System ini tidak 

bertumpu pada pelaksanaan patroli tetapi mengandalkan pada integrase 

beberapa unsur dalam pengawasan dan lebih mengutamakan pada 

informasi terlebih dahulu setelah itu informasi diterima kemudian 

validasi yang ternyata  disitu benar ada pelaku illegal fishing baru dikejar 

dengan kapal patroli atau pengawas perikanan jadi tidak lagi 

mengandalkan metode patroli karena kapal terbatas dan juga anggaran 

untuk biaya bahan bakar terbatas. 

Kendala yang bersifat Spesifik terakit dengan kondisi 

overlapping area maka berdasarkan hukum internasional harus 

mengedepankan pendekatan-pendekatan yang sifatnya kerja sama. 

Kondisi perbatasan laut yang belum selesai dengan Malaysia akan 

mengirimkan kapal-kapalnya sebagai bukti klaim Malaysia terhadap 

wilayah tersebut dan mereka yang banyak menggunakan trawls. MOU 

The Common Guidelines diatur bahwa jika kapal pengawas Indonesia 

menangkap kapal Malaysia di dalam wilayah Overlapping tersebut maka 

Kapal pengawas Indonesia tidak boleh menahan hanya boleh mengusir. 

Dan ada syarat lainnya yaitu, boleh mengusir jika Kapal Malaysia tidak 
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melakukan pelanggaran yang lain misalnya membawa narkoba atau 

barang seludupan lainnya maka ditarik. 

6. Apakah upaya hukum yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan 

Perikanan? 

Jawaban:  

Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya agar 

perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia yang belum selesai agar 

segera diselesikan supaya Indonesia bisa lebih tegas lagi dalam 

menegakan hukum karena bagaimanapun jika masih saling klaim maka 

penegakan hukum tidak akan maksimal. MOU The Common Guidelines 

sehingga kebijaknnya kapa lasing yang ditangkap di Selat Malaka bisa 

diusir. Mempercepat dan terus mengupayakan kesepakatan perbatasan 

laut di wilayah Selat Malaka. Kementerian Kelautan dan Perikanan 

berupaya mengevaluasi MOU The Common Guidelines agar bisa 

melindungi kepentingan Indonesia dalam penegakan hukum di Selat 

Malaka yang berada di Overlapping Area. Pelaku Illegal Fishing yang 

sudah ditangkap maka kita lakukan proses penyidikan dengan tegas 

persidangan dan kemudian kapal-kapal tersebut dirampas oleh 

Pemerintah Indonesia. 
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Lampiran II 

 

Figure 1 Wawancara bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan 

   

 

 


